
 

  

BERITA NEGARA 
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No.1367, 2018 KEMENKEU. Kawasan Berikat. Pencabutan. 

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 131 /PMK.04/2018 

TENTANG 

KAWASAN BERIKAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa ketentuan mengenai kawasan berikat telah diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 147/PMK.04/ 2011 tentang Kawasan 

Berikat; 

  b. bahwa untuk lebih meningkatkan investasi dan ekspor 

serta pengembangan industri nasional sebagai tindak 

lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 

tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu 

mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan 

Berikat sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 
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  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1995 tentang Kepabeanan, Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 ayat 

(9), dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat 

Penimbunan Berikat, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Keuangan tentang Kawasan Berikat; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4893); 
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  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5069); 

  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 

tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4755); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat 
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Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5768); 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KAWASAN 

BERIKAT. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 

2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 

tentang Cukai. 

3. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, 

atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang 

digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan 

tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk. 

4. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat 

untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang 

berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna 

diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor 

untuk dipakai. 

5. Penyelenggara Kawasan Berikat adalah badan hukum 

yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola 

kawasan untuk kegiatan pengusahaan Kawasan Berikat. 

6. Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha 

Kawasan Berikat yang selanjutnya disebut Pengusaha 

www.peraturan.go.id



2018, No.1367 
-5- 

Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan 

kegiatan penyelenggaraan sekaligus pengusahaan 

Kawasan Berikat. 

7. Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara 

di Kawasan Berikat yang selanjutnya disebut PDKB 

adalah badan hukum yang melakukan kegiatan 

pengusahaan kawasan berikat yang berada di dalam 

Kawasan Berikat milik Penyelenggara Kawasan Berikat 

yang berstatus sebagai badan hukum yang berbeda. 

8. Kegiatan Pengolahan adalah kegiatan: 

a. mengolah barang dan/atau bahan dengan atau 

tanpa bahan penolong menjadi barang hasil 

produksi dengan nilai tambah yang lebih tinggi, 

termasuk perubahan sifat dan fungsinya; dan/atau 

b. budidaya flora dan fauna. 

9. Kegiatan Penggabungan adalah kegiatan menggabungkan 

dan/atau menggenapi barang Hasil Produksi Kawasan 

Berikat yang bersangkutan sebagai produk utama dengan 

barang jadi. 

10. Barang Modal adalah barang yang digunakan oleh 

Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan 

Berikat atau PDKB berupa:  

a. peralatan untuk pembangunan, perluasan, atau 

konstruksi kawasan Berikat; 

b. mesin; 

c. peralatan pabrik; dan/atau 

d. cetakan (moulding),  

termasuk suku cadang, tidak meliputi bahan dan 

perkakas untuk pembangunan, perluasan, atau 

konstruksi Kawasan Berikat. 

11. Bahan Baku adalah barang dan/atau bahan yang akan 

diolah menjadi barang hasil produksi yang mempunyai 

nilai guna yang lebih tinggi. 

12. Bahan Penolong adalah barang dan/atau bahan selain 

Bahan Baku yang digunakan dalam Kegiatan Pengolahan 

atau Kegiatan Penggabungan yang berfungsi membantu 

dalam proses produksi.  
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